SALINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG
STAF AHLI BUPATI SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukabumi.

5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukabumi.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Staf Ahli Bupati Sukabumi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN BIDANG KEAHLIAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati, yang dalam pelaksanaan tugasnya
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuai bidang keahliannya.



(2)

(3)

(1)

(2)

Berdasarkan bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan;dan

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia.

Bagan Struktur organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, hokum
dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja strategis di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

b. pengumpulan dan penyusunan bahan pengkajian di
bidang pemerintahan, hukum dan politik;

c. pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang pemerintahan, hukum dan politik sesuai rencana
kerja;

d. pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang pemerintahan, hukum dan politik sesuai
kebutuhan dan  perkembangan  penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan dan/atau tanpa perintah
bupati;

e. pelaksanaan  koordinasi dan kerjasama dengan
perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

f. penyampaian rekomendasi = strategis di  bidang
pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai
bidang tugasnya;dan

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik dapat melaksanakan
koordinasi, kerjasama dan konsultatif dengan
unsur/lembaga masyarakat, swasta dan perguruan tinggi
serta instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

Bagian Kedua
Staf Ahli Bupati
Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi
dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja strategis di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

b. pengumpulan dan penyusunan bahan pengkajian di
bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;

c. pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sesuai
rencana kerja;

d. pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sesuai
kebutuhan dan  perkembangan  penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan dan/atau tanpa perintah
Bupati;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

f. penyampaian rekomendasi strategis di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai
bidang tugasnya;dan

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang
Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dapat
melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultatif
dengan unsur/lembaga masyarakat, swasta dan perguruan
tinggi serta instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja strategis di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

b. Pengumpulan dan penyusunan bahan pengkajian di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

c. Pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
sesuai rencana kerja;

d. Pengkajian dan penyusunan hasil kajian strategis di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
sesuai kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan dan/atau tanpa perintah
bupati;

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

f. Penyampaian rekomendasi strategis di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada
Bupati;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai
bidang tugasnya;dan

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dapat
melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultatif
dengan unsur/lembaga masyarakat, swasta dan perguruan
tinggi serta instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, efisiensi dan efektivitas.

(2) Hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dengan
perangkat dan di luar perangkat daerah bersifat kerja
sama, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalamPasal 10
ayat (1), Staf Ahli Bupati dapat menunjuk dan
menetapkan salah satu Staf Ahli Bupati sebagai
Koordinator Staf Ahli Bupati secara bergantian.



(2) Penunjukan Koordinator Staf Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara
musyawarah diantara Staf Ahli Bupati.

(3) Masa Kerja Koordinator Staf Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun sejak
ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai penunjukan
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETATAUSAHAAN STAF AHLI BUPATI

Pasal 12

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf
Ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian yang
berkedudukan pada Bagian di Sekretariat Daerah.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

BAB VI
JABATAN STAF AHLI BUPATI

Pasal 13

Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Pasal 14

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sukabumi Nomor 88 Tahun 2012 tentang Staf Ahli
Bupati Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2012 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 81



LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI

BUPATI

NOMOR
TANGGAL

: 81 TAHUN 2016
: 1 NOVEMBER 2016

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKLUIK DAN POLITIK

GARIS KOMANDO

——————————————————— GARIS KOORDINASI

STAF AHLI BUPAT] BIDANG PEMBANGUNAN,
EHONOMI DAN KEWANGAN

STAF AHLI BUPATI BIDANG
HREMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
RANLISIA

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI





